BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 72 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang

KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata

kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karawang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
438 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 15 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang serta kondisi kerja dan kebutuhan organisasi,
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pertimbangan
huruf a perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 42);
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9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2021 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 438 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2023 Nomor 438);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Ketentuan dalam angka 6 huruf b ayat (3) Pasal 20 Peraturan
Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 78) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 438 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor
438), diubah sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Sub Bidang Penertiban dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang
Aset dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan
evaluasi terkait penertiban dan pemanfaatan barang milik
daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Sub Bidang Penertiban dan Pemanfaatan Barang
Milik Daerah, mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan kebijakan teknis badan dan/atau bahan
kebijakan daerah dalam hal penertiban dan pemanfaatan
barang milik daerah;

b. pelaksanaan kebijakan teknis badan dan/atau kebijakan
daerah dalam hal penertiban dan pemanfaatan barang milik
daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penertiban
dan pemanfaatan barang milik daerah;

d. pelaksanaan administrasi badan dalam hal penertiban dan
pemanfaatan barang milik daerah; dan
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pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait
dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Sub Bidang Penertiban dan Pemanfaatan Barang
Milik Daerah yaitu :

a. Tugas Atributif:

b.

1.

2.

W

6.

7.

menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bidang
Penertiban dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
menyusun bahan kebijakan teknis badan dan/atau
bahan daerah dalam hal penertiban dan pemanfaatan
barang milik daerah;

membagi tugas kepada bawahan;

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub
Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan
lain;

melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang
Penertiban dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan
sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Tugas Substantif :

1.

mengkoordinasikan /memfasilitasi pelaksanaan

pengamanan barang milik daerah, meliputi:

a) pengamanan  administrasi meliputi  kegiatan
pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan
penyimpanan dokumen kepemilikan;

b) pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya
penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang
dan hilangnya barang;

c) pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan
dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan
tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan
dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan

d) pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan
melengkapi bukti status kepemilikan.

mengkoordinasikan /memfasilitasi kegiatan

pemeliharaan barang milik daerah berpedoman pada

Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

(RKPBMD);

menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang milik

daerah;

mengkoordinasikan/memfasilitasi pemanfaatan barang

milik daerah berupa:

a) Sewa;

b) Pinjam Pakai;

c) Kerjasama Pemanfaatan; dan

d) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Penyelesaian masalah pertanahan dan bangunan yang

menjadi Aset Pemerintah Daerah; dan

menyelenggarakan pelayanan pemungutan retribusi dan
sewa Barang Milik Daerah.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 14 Nevember 2025

BU_PATI KARAWANG,
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Diundangkan di Karawang
pada tanggal 14 Nevemker 2825

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
/ ~. .~_.,K\ARAWANG,
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BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR 72 .



